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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekerasan yang dilakukan terhadap 
anak dibawah umur yang kemudian dilakukan penghentian penuntutan oleh 
kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan mengalisis perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan yang 
ditinjau dari Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan  peran 
Jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 
Tentang Penghentian Penuntutan  Berdasarkan Restorative Justice. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, 
teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, metode analisis secara 
yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama perlindungan 
terhadap anak sebagai korban kekerasan yang ditinjau dari Restorative Justice di 
Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan adalah korban yang merupakan anak di 
bawah umur  setelah adanya Restorative Justice ini mendapatkan perlindungan 
tidak dapat kekerasan fisik lagi khususnya dari pelaku dan teman-temannya. 
Kedua peran Jaksa sebagai Dominus Litis dalam penghentian penuntutan 
berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Restorative Justice adalah kejaksaan berwenang bagi 
memberhentikan perkara dengan alasan bagi kepentingan umum. Peraturan 
Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan sesuai 
Keadilan Restoratif diterbitkan sebagai kelanjutan. Peraturan ini mengamanatkan 
jalan keluar perkara pidana yang mencantumkan pelaku, korban, keluarga pelaku 
ataupun korban, dan pihak terkait lainnya dengan bantu membantu mencari jalan 
keluar yang seimbang yang mengutamakan penyembuhan semula keadaan seluruh 
pihak daripada pembalasan. Agar ketentuan itu dapat ditegakkan, tersangka harus 
baru awal kali melaksanakan tindak pidana dengan risiko pidana denda ataupun 
pidana penjara dengan lamanya lima tahun 
 
Kata Kunci : Kejaksaan, Asas Dominus Litis, Penuntutan Dan Penghentian 

Penuntutan, Dan Restorative Justice. 
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ABSTRACT 
 

This research is motivated by the violence committed against minors which was 
then terminated by the South Bengkulu State Attorney's Office. This study aims to 
determine and analyse the protection of children as victims of violence in terms of 
Restorative Justice at the South Bengkulu State Attorney's Office and the role of 
the Prosecutor as Dominus Litis in the termination of prosecution based on 
PERJA Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on 
Restorative Justice. This research uses empirical legal research methods, with a 
qualitative approach, data collection techniques using interview techniques, 
qualitative juridical analysis methods. The results showed that first, the protection 
of children as victims of violence in terms of Restorative Justice at the South 
Bengkulu State Attorney's Office is that victims who are minors after the 
existence of Restorative Justice get protection from physical violence, especially 
from the perpetrator and his friends. Second, the role of the Prosecutor as 
Dominus Litis in the termination of prosecution based on PERJA Number 15 of 
2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is that 
the prosecutor's office has the authority to dismiss cases on the grounds that it is 
in the public interest. The Indonesian Attorney General's Regulation No. 15 of 
2020 concerning Termination of Prosecution under Restorative Justice was issued 
as a continuation. This regulation mandates a solution to criminal cases that 
includes the perpetrator, victim, family of the perpetrator or victim, and other 
related parties by helping to find a balanced solution that prioritises healing the 
condition of all parties rather than retaliation. For this provision to be enforceable, 
the suspect must be a first-time offender who risks a fine or imprisonment of up to 
five years. 

Keywords: Prosecutor's Office, Dominus Litis Principle, Prosecution and       
Termination of Prosecution, and Restorative Justice. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945.1 Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan 

dalam kehidupan masyarakat, berbangsa bernegara. Hukum adalah 

keseluruhan dari pada norma-norma yang secara mengikat mengatur 

hubungan antara manusia dalam masyarakat.2 Untuk menegakkan hukum 

perlu aparat penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat.3 

Kejaksaan Agung yang memiliki tugas dan wewenang 

mengefektifkan proses penegakan hukum mengeluarkan kebijakan hukum 

yang sangat progresif dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 

15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative 

Justice. Kebijakan ini  menjadi  krusial dimotori oleh Kejaksaan mengingat 

kejaksaan memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum 

dalam bingkai system perdilan pidana terpadu sebagai dominus litis.4 

 
1 Ainul Azizah, IGede Widhianan Suarda,Mardiyono, Prinsip Keadilan Restoratif  Dalam 

Penghentian Penuntutan Perkarapidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15Tahun 
2020, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)Vol.2, No.2 Juni 2023, hlm. 244. 
 2 Marwan Effendy, pemberantas Korupsi dan Good Governance, Timpani Publishing, 
Jakarta, 2010. hlm. 4 

3 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, 
hlm. 38 

4 AinulAzizah,IGede Widhianan Suarda,Mardiyono, Prinsip Keadilan Restoratif Dalam 
Penghentian Penuntutan Perkarapidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15Tahun 
2020, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)Vol.2, No.2 Juni 2023, hlm. 244. 
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Asas dominus litis berarti bahwa penuntut umum adalah pemilik 

perkara atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu 

perkara, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu 

perkara diperiksa dan diadili di persidangan. Dalam konteks sistem peradilan 

pidana, dominus litis adalah pihak yang memiliki kepentingan nyata sehingga 

suatu perkara dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan, yakni penuntut 

umum.5 

Problematika utama penerapan prinsip Dominus Litis di Indonesia 

yang terletak pada peraturan  perundang-undangan, yaitu  di  dalam  KUHAP.  

Pasal 138 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum setelah 

menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan  

menelitinya  dan  dalam  waktu  tujuh  hari  wajib  memberitahukan  kepada 

penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Klausul 

tersebut mengemukakan bahwa komunikasi atau proses koordinasi dari 

penyidik dan penuntut umum hanya sebatas persuratan yang didasari oleh 

berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik.6 

Komunikasi singkat dan hanya didasari berkas perkara ini tentunya 

sering menghapi kendala yang mengakibatkan proses penangan perkara tidak 

efektif. Hal ini juga merupakan kendala  serius  karena  dalam  beberapa  

kesempatan Jaksa selaku penuntut umum tidak mengetahui secara riil perkara 

yang diajukan padanya dan hanya berdasarkan berkas perkara yang 

 
5https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-asas-dominus-litis-lt68JK,2c916d6a5 

84/, Diakses pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025, pukul, 15.00 WIB 
6 Dedy Chandra Sihombing, dkk, Penguatan  Kewenangan  Jaksa  Selaku Dominus  

LitisSebagai Upaya  Optimalisasi  Penegakan  Hukum  Pidana  Berorientasi Keadilan Restoratif, 
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol.3, No.2, June2023, hlm. 64 
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dikirimkan penyidik serta menentukan sikap dalam waktu yang singkat. 

Keadaan ini tentunya sangat membebani Kejaksaan dalam melaksanakan 

kewenangan yang ada padanya, khususnya Kejaksaan merupakan institusi 

yang bertanggung jawab dalam hal pembuktian di depan persidangan.7 

Berdasarkan peraturan kejaksaan tersebut syarat-syarat penghentian 

penuntutan berdasarkan Restorative Justice  yaitu pelaku baru pertama kali 

melakukan tindak pidana, ancaman tindak pidana hanya berupa denda atau 

ancaman pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai kerugian yang 

ditimbulkan tidak melebihi dua juta lima ratus ribu rupiah.8 Selain itu, 

Peraturan Kejaksaan tersebut mengecualikan beberapa perbuatan yang tidak 

dapat diupayakan Restorative Justice yaitu tindak pidana terhadap keamanan 

negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara 

sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan, tindak pidana yang 

diancan dengan ancaman pidana minimal, narkotika, lingkungan hidup, dan 

tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.9  

Pada lembaga kepolisian juga terdapat Restorative Justice 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan 

restorative. Kepolisian memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan dan 

 
7 Dedy Chandra Sihombing, dkk, Penguatan  Kewenangan  Jaksa  Selaku Dominus  

LitisSebagai Upaya  Optimalisasi  Penegakan  Hukum  Pidana  Berorientasi Keadilan Restoratif, 
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol.3, No.2, June2023, hlm. 64 

8 Muhammad Natsir dan Fuadi, Restorative Justice Hukum Pidana Islam Sebagai 
Kearifan Loka di Aceh, Deepublish Digital, Sleman, 2023, hlm. 3  

9 Muhamad Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, Faisal Herisetiawan Jafar, Penerapan 
Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, dan 
Biaya Ringan, Jurnal Ius Constituendum, Volume 8 Nomor 2 2023, hlm. 252 
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penyelidikan dalam proses peradilan pidana. Tidak hanya itu, polisi pula 

mempunyai otoritas buat memutuskan apakah tindak pidana hendak ditangani 

dengan pendekatan keadilan restoratif cocok dengan peraturan kepolisian 

yang mengatur tindak pidana bersumber pada keadilan restoratif.10 

Salah satu kasus yang diselesaikan dengan Restorative Justice di 

Kejaksaan Negeri Bengkulu selatan adalah kasus kekerasan pada anak dengan 

kronologi sebagai berikut pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira 

pukul 13.00 Wib anak saksi Galang (17 tahun) melihat pacarnya memposting 

fotonya bersama dengan anak saksi (korban) Dino (17 tahun), sehingga 

membuat anak saksi Galang (17 tahun) emosi, lalu anak saksi Galang (17 

tahun) mengechat temannya yang bernama Oki dengan mengatakan : “Bawa 

Dino ke kosan kamu, dijawab oleh saudara Oki : “Dino tidak mau, Dino mau 

duel di Belakang SMA N 5 Bengkulu Selatan”, dan anak saksi Galang (17 

tahun) menjawab : “ayo kesana”. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib anak saksi 

Galang (17 tahun) bersama dengan tersangka Rezki (19 tahun), anak saksi 

Jerico (17 tahun), anak saksi Farel (16 tahun), dan anak saksi Wysnu (16 

tahun) pergi menuju ke Belakang SMA N 5 Bengkulu Selatan. Dan tidak 

beberapa lama kemudian datang anak saksi korban Dino (17 tahun) bersama 

dengan 3 (tiga) orang temannya. Setelah itu anak saksi Galang (17 tahun) 

berkata : “berdirilah sini kalau melawan”, dijawab oleh anak saksi korban 

Dino (17 tahun) : “iya”, lalu anak saksi korban Dino memukul anak saksi 

Galang dibagian rahang sebelah kanan, kemudian dibalas oleh anak saksi 

 
10 Heni Putri Rahmadanti, Restorative Justice Perspektif Kejaksaan dan Kepolisian, 

Jurnal Ilmiah Kutei, Vol. 23, No 1, April 2024, hlm. 112 
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Galang dengan memukul kepala anak saksi korban Dino, lalu terjadilah saling 

pukul antara anak saksi Galang dengan anak saksi korban Dino dan saling 

memiting leher. Setelah itu anak saksi korban Dino menusuk mata anak saksi 

Galang dengan menggunakan jari tangan kanannya hingga anak saksi Galang 

merasa sakit dan berteriak: “jangan menusuk mata saya”. Mendengar teriakan 

anak saksi Galang tersebut, lalu tersangka Rezki (19 tahun), anak saksi Jerico, 

dan anak saksi Farel membantu anak saksi Galang dengan cara tersangka 

Rezki (19 tahun) menendang belakang anak saksi korban Dino, anak saksi 

Jerico dan anak saksi Farel menendang pinggang bagian kanan dan kiri anak 

saksi korban Dino, kemudian anak saksi korban Dino pergi bersama dengan 

teman-temannya. 

Sehubungan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum 

pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Berdasarkan Surat Perintah Kepala 

Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan No. PRINT-103/L.7.13/Eku.2/02/2025 

tanggal 17 Februari 2025, Untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan 

Restorative Justice dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak 

dengan nama tersangka Rezki Rahmadan Ozari Bin Heni Martoni yang 

disangka melanggar Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Dengan 
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menghadirkan pelaku dan korban serta pihak lain yang bisa membantu 

melakukan mediasi untuk menyelesaiakan kasus ini.  

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, terlihat bagaimana peran 

jaksa dalam penegakan asas Restorative Justice sesuai dengan Peraturan 

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice. Restorative Justice dan sistem 

pidana anak memiliki perbedaan fundamental dalam pendekatan dan 

tujuannya. Restorative Justice fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara 

korban, pelaku, dan masyarakat, dengan menggunakan sanksi lebih 

menekankan pada sanksi yang bersifat pemulihan, seperti layanan 

masyarakat, pengembalian barang, atau pembayaran ganti rugi. 

Semangat perubahan paradigma pidana itu sudah terlihat dalam 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Jika berkaitan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.11 

 
11 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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Sedangkan Sistem Pidana Anak berfokus pada penjatuhan sanksi, 

pembinaan, dan pencegahan tindak pidana dengan tujuan mengembalikan 

anak kepada masyarakat yang lebih baik dan mencegah tindak pidana 

berulang dengan pendekatan, Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

peradilan, dan pembinaan di lembaga khusus dengan menerapkan sanksi 

pidana penjara, pidana denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan 

hukum.  

 Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat judul Peran 

Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 

2020 (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan yang 

ditinjau dari Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ? 

2. Bagaimana Peran Jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan 

PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan  

Berdasarkan Restorative Justice ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai di dalam penelitian ini 

adalah :  
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1. Untuk mengetahui dan mengalisis perlindungan terhadap anak sebagai 

korban kekerasan yang ditinjau dari Restorative Justice di Kejaksaan 

Negeri Bengkulu Selatan. 

2. Untuk mengetahui dan mengalisis Peran Jaksa dalam penghentian 

penuntutan berdasarkan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Penghentian Penuntutan  Berdasarkan Restorative Justice ? 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang ingin Peneliti capai di dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Manfaat secara teoritis, dengan adanya penelitian ini Peneliti berharap 

dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan 

ilmu hukum khususnya yang mengatur mengenai perbedaan Restorative 

Justice dengan diversi dalam menangani Kasus tindak pidana kekerasan 

pada anak.  

2. Manfaat secara praktis penelitian, dengan adanya penelitian ini maka 

Peneliti berharap dapat menjadi bahan masukan dan pengetahuan yang 

lebih baik bagi pemerintah, lembaga-lembaga terkait serta masyarakat 

dalam hal Tindak Pidana kekerasan pada anak. 

 

 

 

 

 

 


